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KEPUTUSAN BUPATI IIALMAIIERA BARAT
NoMoR: C$,Kl KPTS/I/2015

TENTANG

PENUilJUKAN PENGTIRUS/ PENYIMPAN BARAI{G PADA
SATUAI{ KERJA BADAN KESIATTIAN BAITGSA' POLITIK DAN

PERLIHDUNGAN MASYARAKAT KABI'PATEIT HALMAIIERA BARAT
TAITUN ANGGARAN 2()15

BTIPATI IIALDIJAIIERA BARAT'

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan
F,arang Milik Daerah sebagaimana diatut dalarn Pasal

6 aya{ (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

Tan-un 2tOO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah, maka untuk kelancaran
pelaksanaarl program dan kegiatan dipandang perlu
menunjuk Pengurus/Penyirnpan Baran$ pada Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2Ol5;

b. bahura Saudara ilANIK KARTIIU,SE yang diusulkan
oleh Kepala badan Kesatuan Bangsa, politik dan
Pertindungan Masyarakat selaku pejabat pengguna

t m;dianssaP,m# 
*'*;J;*'"'*x'";:il;

Pengurus/Penyimpan harang pada satuan kerja
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat;

. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan
Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja
bad.an Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan
masyarakat Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2OL5;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darutat Tahr'ln
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah swatantra
Tingkat II Dalam wilayah Daerah swatantra Tingkat I
Maluku rnenj adi UndalSundang;

2. lJndang-undang Nomor 43 Tahun L999 tentang
Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok KePegawaian;

3. Undanyundang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor +6 Tahun
lg99 tentang Pernbentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluktr Tenggara
Barat

JAILOLO



4.

-2-

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 77 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbalgan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2OO7 tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor
16 Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor
3 Tahun 2OI4 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2015.

Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera
Barat Nomor:99710212015 tanggal 7 Januari 2015
perihal: Usulan Nama Pengurus/Penyimpan
Barang

MEMUTUSHA.trI:

Menunjuk Saudara NANIK I{AAIIINITSE Nip
19867112 2O7OOL 2 OO9 Pangkat/Golongan Penata
muda Tk I III/b sebagai Pengurus/Penyimpan Barang
Pada Satuan Kerja Kepala Kepala badan Kesatuan
Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Halmahera Barat dengan atasan
langsungnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa, politik
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera
Barat.

Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Spesifikasi tanda tangan dan paraf
Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KE"TIGA
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SPESIMEN
PENGURUS / PENYIIVIPA}I BARANG

TANDA TANGAN PARAF

a

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal ; 9 Sanuatr 2015

An. BUPATI HALMAHEBA BARAT,
SEKRETARIS DAEMH

PE.IABAT PARAF

Ass.Bid.Eko, Pemb & Kesra
a?

Kaban Kesbanmolinmas *14 ,,,'

Kabas. Hukurn & Ores

Temhusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofrfi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kaban Kesbangpolinmas Kab.Halbar di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

DR.IR.

n


